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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Simpulan 

Sistem akuntansi penggajian merupakan salah satu sistem yang ada di 

UPT Balai Latihan Kerja Surabaya. Sistem akuntansi penggajian yang ada di UPT 

Balai Latihan Kerja Surabaya ini bertujuan untuk memudahkan pada saat mencari 

informasi mengenai penggajian. Penggajian di UPT Balai Latihan Kerja Surabaya 

sudah menyajikan dengan cukup baik dan tetap seperti pada saat perhitungan gaji 

dan pembayaran gaji pegawai. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan 

sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. UPT Balai Latihan Kerja Surabaya telah melakukan pembagian fungsi 

terkait sistem akuntansi penggajian pegawai yang meliputi fungsi 

kepegawaian, fungsi pencatatan waktu, fungsi pembuatan daftar gaji, 

fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Pada fungsi penggajian di UPT 

Balai Latihan Kerja Surabaya terdapat kelemahan seperti fungsi pencatatan 

waktu tidak dilakukan sesuai dengan Job Description dan kurangnya 

pengawasan yang mengawasi dibagian tersebut. Karena hal tersebut fungsi 

terkait sistem akuntansi dapat mengakibatkan resiko kesalahan dalam 

penggajian yang ada di UPT Balai Latihan Kerja Surabaya. 

2. Dokumen dalam sistem akuntansi penggajian yang ada di UPT Balai 

Latihan Kerja Surabaya adalah dokumen pendukung yang terdapat 

dokumen penggajian, dokumen perubahan nilai gaji jika ada pegawai naik 
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pangkat atau pegawai yang mendapatkan penghargaan dan surat mutasi. 

Terdapat juga dokumen absensi pegawai, daftar gaji pegawai, dan amplop 

gaji yang diberikan dengan mentransfer gaji tersebut ke rekening masing-

masing pegawai. Seluruh dokumen penggajian yang ada di UPT Balai 

Latihan Kerja Surabaya sudah sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan. 

3. Catatan sistem akuntansi penggajian ini tidak dilakukan oleh UPT Balai 

Latihan Kerja Surabaya. Namun, catatan akuntansi penggajian ini 

dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur 

selaku  induk dari UPT Balai Latihan Kerja Surabaya. UPT Balai Latihan 

Kerja dan Transmigrasi hanya membuat catatan akuntansi tersendiri untuk 

disimpan yaitu, catatan penghasilan dan berbagai potongan yang diterima 

oleh seluruh pegawai sebagai tanda bukti gaji seluruh pegawai UPT Balai 

Latihan Kerja Surabaya. Pada perhitungan gaji sendiri sudah 

menggunakan sistem komputerisasi sehingga dapat mempermudah dalam 

perhitungan gaji pegawai dan dapat meminimalisir adanya kesalahan 

dalam perhitungan. 

4. Prosedur pencatatan penggajian yang ada di UPT Balai Latihan Kerja dan 

Transmigrasi meliputi prosedur pencatatan waktu, prosedur pembuatan 

gaji, prosedur pembayaran gaji. Prosedur pencatatan gaji yang telah 

dilakukan UPT Balai Latihan Kerja Surabaya sudah cukup baik akan tetapi 

masih ada prosedur yang dijalankan tidak sesuai dengan yang bertugas. 
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Prosedur pencatatan waktu yang seharusnya merekap absensi yaitu Kepala 

Sub Bagian Tata Usaha tetapi dijalankan oleh Administrasi Kepegawaian 

dan prosedur pembuatan gaji Administrasi Umum banyak dibantu oleh 

Administrasi Kepegawaian. Terdapat juga kelemahan yang ada pada tanda 

tangan pada daftar gaji yang diberikan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Jawa Timur karena pegawai yang tidak dapat melakukan 

tandatangan akan diwakilkan oleh kepala sub bagian tata usaha dan tidak 

dilakukan oleh kepala bagian masing-masing. 

5. Komponen penggajian di UPT Balai Latihan Kerja Surabaya terdapat 

komponen penambah, komponen pengurang dan komponen non 

pendapatan yaitu pada fasilitas yang diberikan seperti kendaraan, sarana 

ibadah dan kantin akan dinikmati secara langsung oleh pegawai UPT Balai 

Latihan Kerja Surabaya dan bonus yang diberikan seperti adanya gaji 

berkala atau penghargaan yang didapatkan pegawai PNS setiap 2 tahun 

jabatan. Komponen penggajian yang ada di UPT Balai Latihan Kerja 

Surabaya sudah dengan peraturan pemerintah tentang gaji pegawai PNS. 

5.2.  Saran dan Implikasi Penelitian 

Berikut ini merupakan uraian dari saran dan implikasi penelitian yang 

telah didapatkan dari hasil penelitian dilakukan di UPT Balai Latihan Kerja 

Surabaya : 
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1. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat beberapa saran yang 

ditujukan kepada UPT Balai Latihan Kerja Surabaya dan kepada peneliti 

selanjutnya, antara lain : 

a. Bagi UPT Balai Latihan Kerja Surabaya 

 Berdasarkan hasil dari penelitian diharapkan instansi dapat melakukan 

pengawasan yang lebih ketat terhadap penggajian, sehingga tugas dari 

masing-masing pegawai dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Hal 

tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam 

melakukan pencatatan penggajian pegawai. Hal tersebut dapat 

ditempuh dengan cara melakukan memperketat pengawasan terhadap 

bagian yang terkait penggajian. 

b. Bagi Penelitian Selanjutnya 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini diharapkan kepada peneliti 

selanjutnya yang menggunakan topik Sistem Akuntansi Penggajian 

untuk lebih mempersiapkan gambaran dan keperluan yang akan 

dibutuhkan pada saat melakukan penyusunan Tugas Akhir. Tidak 

hanya itu peneliti selanjutnya dapat melakukan mengembangkan 

penelitiannya dengan menambahkan pembahasan mengenai 

pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi 

yang akan diteliti mengenai penggajian dan penelitian ini juga dapat 

digunakan sebagai bahan perbandingan penelitian dengan hasil 



 
 

68 

 

 

 

penelitian dari penulis sebelumnya, sehingga dapat memperdalam 

penelitian selanjutnya dan penelitian yang dilakukan dapat lebih baik. 

2. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan pada sistem 

akuntansi penggajian di UPT Balai Latihan Kerja Surabaya maka berikut ini 

merupakan implikasi penelitian yang dapat diberikan : 

1. Fungsi terkait akuntansi penggajian dan prosedur pencatatan gaji pegawai di 

UPT Balai Latihan Kerja Surabaya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan 

dalam pembuatan gaji pegawai maka sebaiknya dilakukan sesuai dengan Job 

Description. Seperti pada bagian pencatatan waktu hadir seharusnya dilakukan 

oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang memiliki tugas melakukan 

pemantauan pada pelaksanaan absensi dan membuat rekapitulasi bulanan 

absensi pegawai tetapi dilakukan oleh administrasi kepegawaian yang memiliki 

tugas pada penyusunan dalam penerimaan, pembinaan, pemberitahuan, 

pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman dan pemensiunan pegawai.dan 

pada pembuatan daftar gaji pegawai dilakukan oleh administrasi umum yang 

memiliki tugas pada penyusunan gaji pegawai.  

2. Terdapat prosedur penandatanganan slip gaji dari Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Jawa Timur yaitu pada bagian prosedur pembuatan gaji Pegawai. 

Pada prosedur ini administrasi umum akan melakukan pengajuan penggajian 

paling lambat pada tanggal 25-27 ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Jawa Timur. Setelah mendapatkan daftar gaji dari Dinas Tenaga Kerja dan 
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Transmigrasi Jawa Timur maka akan diberikan waktu selama 3 hari yaitu pada 

tanggal 27,28,29 untuk melakukan perhitungan dan validasi. Selanjutnya jika 

pada seluruh daftar gaji tidak terdapat kesalahan maka seluruh pegawai akan 

melakukan tanda tangan sebagai slip gaji dan pada tanggal 1 pegawai akan 

menerima gaji yang diperoleh. Bagi pegawai yang tidak dapat hadir pada saat 

penandatanganan slip gaji dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa 

Timur dapat di pertimbangkan untuk diwakilkan oleh  bukan pegawai lain 

tetapi diwakilkan oleh kepala bagian masing-masing. Hal tersebut dilakukan 

agar tidak terjadi kesalahan atau kecurangan pada penggajian yang diberikan. 

3. Pada bagian yang melakukan penggajian jika terdapat kesulitan dalam 

melaksanakan bagiannya karena mendapatkan tugas atau pekerjaan yang 

lainnya maka akan lebih baik jika menambah pegawai atau realokasi pegawai 

dengan bagian lain yang kelebihan pegawai untuk ditugaskan khusus dalam 

membantu penggajian sehingga mempermudah dalam menjalankan tugas. 
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